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RINGKASAN

Beredarnya obat-obatan palsu di pasaran yang dilakukan oleh pelaku
usaha saat ini sangat mengkhawatirkan, karena pemalsuan obat-obatan yang
dilakukan oleh pelaku pemalsuan dapat mengakibatkan konsumen tidak kunjung
sembuh melainkan menimbulkan penyakit baru bahkan terkadang berakibat
kematian.

Praktek pemalsuan bisa terjadi pada merek dan produk obat paten maupun
obat generic dengan berbagai macam kriteria pemalsuan, Tanpa zak aktif, Kadar
zat aktif berkurang, Zat aktifnya berlainan, Zat aktifnya sama dengan kemasan
dipalsukan, Sama dengan obat asli (tiruan), Kualitas yang sangat berbeda. Selain
itu, terdapat ciri-ciri pengenalan obat palsu yang dapat dilihat dari fisik obat.

Kurangnya informasi terhadap obat-obatan palsu juga membuat
masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya karena ketidaktahuan mereka
dalam membedakan produk obat asli dan produk obat palsu, bagi masyarakat
pelaku peredaran obat palsu, kurangnya informasi akibat-akibat yang ditimbulkan
dengan adanya peredaran obat palsu dan sanksi yang mereka terima apabila
mengedarkan obat-obatan palsu tersebut juga mempengaruhi tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas
dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “perlindungan
konsumen terhadap peredaran obat-obatan palsu ditinjau dari undang-
undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang
undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.”

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada tiga yaitu: Pertama,
bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen atas peredaran obat-obatan
palsu yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Kedua, Bagaimana peran dan
tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Badan POM dan Pelaku usaha atas
peredaran obat-obatan palsu yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.
Ketiga, Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan
akibat mengkonsumsi obat-obatan palsu yang diproduksi atau di edarkan oleh
pelaku usaha.

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: Guna memenuhi dan
melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas. Tujuan khususnya yaitu: Mengetahui dan
memahami Perlindungan Konsumen terhadap peredaran obat-obatan palsu yang
mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian
yuridis normatif dan menggunakan pendekatan masalah melalui undang-undang
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sumber
bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non
hukum, dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu: bahwa bentuk perlindungan hukum
terhadap konsumen atas peredaran obat-obatan palsu berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dapat dilakukan melalui dua
cara, yaitu: a.) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu: Perlindungan yang diberikan
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oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
Hal ini  terdapat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu: Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemberian perlindungan hukum oleh
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dengan memberikan pelayanan kesehatan
dengan cara mencegah terhadap suatu permassalahan kesehatan penyakit. Dengan
artian konsumen yang mengkonsumsi obat-obatan palsu yang mengalami
kerugian.; b) Perlindungan Hukum Represif, yaitu: merupakan perlindungan akhir
berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan
apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Sanksi
tersebut biasanya berupa sanksi pidana, perdata dan sanksi administrasi. Peran dan
Tanggungjawab Pemerintah dalam hal ini BPOM dan Pelaku Usaha atas
Peredaran Obat-obatan Palsu yang Mengakibatkan Kerugian bagi Konsumen
Tanggung jawab tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban apabila secara
hukum terdapat unsur kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha diwajibkan untuk mengganti kerugian
yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:
Perbuatan, Melanggar, Kerugian dan Kesalahan. Didalam pasal 19 Undang-
Undang perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
tanggung jawab dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
(BPOM RI) terhadap perdaran obat palsu dengan menggelar razia terhadap toko-
toko obat yang menjual obat-obatan palsu. Upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh konsumen jika dirugikan akibat mengkonsumsi obat-obatan palsu yang di
produksi atau di edarkan oleh pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada dua
cara, yaitu: Pertama, upaya hukum melalui penyelesaian sengketa di luar
pengadilan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa
secara damai dan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) yang diselesaikan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan
arbitrase. Kedua, upaya hukum melalui penyelesaian sengketa di pengadilan.
Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan cara, yaitu: berdasarkan perbuatan
melawan hukum dan berdasarkan ingkar janji/wanprestasi atau kelalaian dari
pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cidera, kematian atau kerugian bagi
konsumen.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah hendaknya Pemerintah harus
saling berkordinasi, dan bekerja sama dalam memberantas peredaran obat palsu
dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, khusunya
BPOM dengan Instansi Direktorat  Bea dan Cukai, Polisi dan Pengadilan,
Hendaknya konsumen lebih selektif lagi dalam memilih produk obat, terutama
dalam hal standart mutu, agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan.
Konsumen harus memiliki kesadaran yang tinggi akan hak-haknya mengkonsumsi
produk obat yang baik meskipun harganya mahal, sehingga konsumen harus
mempelajari dengan baik mengenai hak-hak yang mereka peroleh berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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